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PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
BARANG/JASA PEMERINTAH 

NOMOR 18 TAHUN 2012 
TENTANG 

E-TENDERING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat 
(2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah serta mengakomodir perkembangan 
implementasi E-Tendering pada pengadaan 
barang/jasa yang dilaksanakan oleh 
Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Institusi (K/L/D/I) dibutuhkan pengaturan 
lebih lanjut mengenai tata cara E-Tendering; 

b. bahwa dalam rangka mempercepat penyesuaian 
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara 
Elektronik terhadap perkembangan pengadaan 
barang/jasa perlu mengintegrasikan Standar Dokumen 
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan 
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu 
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menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-
Tendering; 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG E-TENDERING.  

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Di dalam peraturan kepala ini, yang dimaksud dengan: 
1. E-Lelang adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan 
yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.  

2. E-Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi secara 
elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 
penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat. 

3. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses 
melalui website LPSE. 

4. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak 
akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user id dan 
password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja 
ULP), Penyedia barang/jasa, Auditor/Pemeriksa.  

5. Pengelola Agregasi Data Penyedia adalah personil di Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki tugas 
mengelola Agregasi Data Penyedia. 
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